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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSljJS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 106 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 142 TAHU~ 2012 TENTANG
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BA I PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM RENCANA TRACE
NORMALISASI KALI PESANGGRAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

...

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JA

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 telah
ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan idang Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan U um Rencana Trace
Normalisasi Kali Pesanggrahan;

b. bahwa penguasaan perencanaan/peruntukan bidang~tanah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, saat ini sudah memulai tahap pelaksanaan
pengadaan tanah namun terdapat perubahan ga bar rencana trace,
sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan G bernur dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim ksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernu tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 20 12 entang Penguasaan
Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaks naan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normali5as Kali Pesanggrahan;

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang !)eraturan Dasar Pokok
pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang larangan Pemakaian
Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumbe Daya Air;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentann P merintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir de gan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penattan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang P merintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Ncga a Kesatuan Republik
Indonesia;
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pbmbentukan Peraturan
Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang P~ngadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 len~ng Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepe tingan Umum;

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pen tapan Rencana Bagian
Wilayah Kota Untuk Wilayah Kecamatan di Daerah husus Ibukota Jakarta;

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tenlilllglOrganisasi Perangkat
Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tenlang IRencana Tata Ruang
Wilayah 2030;

13. Peraturan Gubemur Nomor 142 Tahun 2012 tenlang Perguasaan Perencanaanl
Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan UlltLjk Kepentingan Umum
Recana Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAj ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 142 TAHUN 2012 TE\I ANG PENGUASAAN
PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH AGI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMU RENCANA TRACE
NORMALISASI KALI PESANGGRAHAN.

Pasall

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur "J$or 142 Tahun 2012
tentang Penguasaan PerencanaaniPeruntukan Bidanq nah Bagi Pelaksanaan
Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalls si Kali Pesanggrahan,
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal1

Penguasaan PerencanaaniPeruntukan Bidang Tan h Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencalla race Normalisasi Kali
Pesanggrahan yang terletak di Kelurahan Kebayorall L ma Selatan, Kelurahan
Pondok Pinang, Kelurahan Gragol Selatan, Kelura an Cipulir, Kelurahan
Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama. K lurahan Pesanggrahan,
Kelurahan Bintara, Kelurahan UJujami, Kecamatan Pe anggrahan, Kelurahan
Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Adminislrasi Ja arta Selatan, Kelurahan
Sukabumi Selatan, Kelurahan Kebon Jeruk, Kelurahall doya Utara, Kelurahan
Kedoya Selatan, Kelurahan Kepala Dua, Kecamalan ebon Jeruk, Kelurahan
Kembangan Selatan, Kelurahan Meruya Utara, Kelurana Srengseng, Kecamatan
Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan leb r sungai bervariasi yaitu
40 m (empat puluh meter), 45 m (empat puluh lima m ter), 22 m (dua puluh
dua meter), 15 m (lima belas meter), 48 m (empat pulu delapan meter), 42 m
(empat puluh dua meter), 20 m (dua puluh meter) dan I bar jalan inspeksi 10 m
(sepuluh meter), 12 m (dua belas meter), 6 m (enam m ter), 7 m (tujuh meter),
8 m (delapan meter), 20 m (dua puluh meter), 26 (d a puluh enam meter),
19 m (sembiIan belas meter), 15 m (lima belas met r), 14 m (empat belas
meter), 7,5 m (tujuh koma lima meter), 9 m (sembilan meter), 18 m (delapan
belas meter), 24 m (dua puluh empat meter), 5 III lima meter) dijelaskan
dengan tanda garis wama biru tebal pada peta situasl sk la 1 : 1.000 terdiri dari
42 (empat puluh dual lembar dengan Nomor Pemerik aan 5121B/PPSKlDTRI
V/2013 dan 5121S/PPSKlDTRN/2013 sebagaimana ter ntum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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Pasalll

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diu

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pe~gundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita D~erah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Septemberl2013

GUBERNUR PROVIN31 iDAERAH KHUSUS
IBUKOTA ,JAItARTA,

Ttd.

-. Diundangkan di Jakarta.C pada tanggal 19 September 2013

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 73030
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Salinan sesuai dengan aslinya

~
KUM SEKRETARIAT DAERAH

W~~ KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
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